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I. PENDAHULT]AN
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. serta dijunjung
tinggi hak-haknya Dalam pengeftian masyarakat umum anak tersebut metupakan
tunas bangsa vang memiliki potensi untuk dapat umbuh dan berkembang secara
optimal baik secara lisik mental. maLrpun sosial dan berakhlak mulia, grna meneruskal
cita-cita perjuangan bangsa lndonesia
Di lndonesia hukum yang mengatu r tentang anak serta per[ndunlannya I elah
diatur di dalam Undang-undang Dasar I94 5 Amandemen I V Pasal 28 a sampai dengan
Pasal28j Dimana didalam salah salu butfnya menyebutkan bah$'a: Setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup- tumbuh dan berkembang serta berhak atas
IIak l?rsanrka .|dh l?rdahno dalot lr1)ses letu.lilan.lnal, t.lchnul lhlan) 4 l
perlindungal dari kekerasan dan diskiminasi. Sedangkan pada Undang-undang
Nomor 3 9 Tahun 1 999 tentang Hak Asasi Manusiaj uga telah mengatur mengenai
anak hal teE€but dapat dilihat didalam Pasal 52 ayat ( I ) yang berbunf: Setiap anak
befiak atas perlindungan oleh o€ng tu4 keluarg4 masyarakat dan negara- Sedangkan
peraturan hukum yang menganl mengenai masalah Peradilan Anakj uga telah dianu
di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang PeradilanAnak.
Dalam kehidupan masyamkat ada kemungkinan anak menjadi pelaku atau
korban yang mengalami kekemsarL ekploitasi dan diskiminasi. Media elektronik
maupun cetak tidak henti-hentinla mengekspos adanya tindak kejalulan yang dilala*an
oleh a.nak dan membuktikan dari tahun ke tahun makin lingginya angka kejahatan
yang dilakukar oleh anak. Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak ini
terkadang disebabkan karena mereka meniliki kej iwaan yang labil. Perkembangan
jiwa anak yang tidak terkontrol oleh lingkungamya, arus informasi dan teknologi
berupa intemet dan bcredamya film-film pomo malah terkadang membawa anak
secara tidak sadar tclah melakukan perbuatan egatil'yang dapat diancam dengan
pidana
Pada saat annk menghadapi proses hukum umpanranya karena melakukan
tindakan yang dikategorikan kriminal (anak nakal), seperti : mencuri, memeras,
memperkosa darl/atau tindakan sejenis lang diancam pidan4 nampak ecenderungan
bahwa pihak lembaga penegak hul:um yang menangani mereka memperlakulan anak-
anak tersebut dengan kategori kriminal ataujahat seperti yang ditimpakan kepada
orang dewasa, Seyogyanya perlakuan terhadap anak-anak yang melakukan tindak
pidana diperlakukan berbeda dengan tindak pidana lang dilakukan oleh omng dewasa"
Hal tersebut didasarkan pada perbedaan fisi! mental dan sosial antara anak dan
orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik,
mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibanding orang dewas4
sehingga perlu ditangani dan diberikan pedindungan s€cara khusus, padahal diketahui
bahwa penanganan proses peradilan pada anak sangat berbeda karena peftatian
terb€sar yary hanis dilindungi dalam upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik
dengan huL-um adalah perkembangan anak
Dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukm ini yang menjadi
satu penoalan hukum yang sangat serius ]aitu penegakan hukuman. Dalam Undalg-
Urdang Nomor 3 tahtm 1997 tentang Pendilan Anak sebenarnla telah diah[ tenlang
anak yang melakukan tindak pidana. Apakah undang-undang tersebut elah
dilaksanakan dengan sebenanya hal inilah yang masih perlu dilakukan penelitian.
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai
berikut: bagaimanatah ak-hak anak dalam proses p€radilan pidana setelah adanya
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Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dalam hal penyidikar\ penuntutan, dan
pemeriksaan disidangkan pengadilan?
II. METODE PENELITIAN
Penel itian ini menggwEkan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan
dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-noma, pendekatan tersebut
dimaksudkan unnrk mengumpulkan berbagai peraturan perurdang-undangar! teori-
teori, dan literatur yang erat hubunganya denga[ permasalahan yang dibahas. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Analisis data dilakukan secam kualitatil yakni dengan memberikan pengertial data
yang dimalsr-rd menurut kenyataan Fng dip€roleh pada saat perElitian s€hingga benar-
benar merupakanjawaban dari pokok masalah yarg ada dal disusun serta diuraikan
dalam bennrk kalimat perkalimat sehingga dapat erwujud suatu kesimpulan.
III. PEMBAHASAN
a. PengertianAnak
1. Pengertian Anak secara umum adalah seseorang yang lahir da.rii hubungan
perkawinan pria dan wanita hubungan tersebut menuj u sej amh manusia bemsal
dari Adam dal Hawa, dai kedua mat uk itu lahirlah ketunman yang kemudian
beranak pinak menj adi kelompok yang paling besar, terpisah dan terpecal satu
sama lain merupakan suku dan menj adi bangsa-bangsa eperti sekamng ini.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 KUHP
menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilalcukan terhadap seseom.ng belum
dewasa tau sebelum usia 16 tahunjadi menurut ketentuan KLIHP tersebut, anak
adalah seseorang yang berumur I 6 tahun (Moeljatno, 2005:22).
3. Undang-UndangNomor4Tahun lgT9TentangKesejahteraanAffkmenyatakan
anak adalah seseorang yang b€lum mencapai umur 2 I tahun .dan belum p€mah
kawin dengan penjelasan bahwa batas usia 2l tahun diterapkan oleh karena
berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan
pribadi, dan kematangan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut.
Namun batas umur tersebut tidak mengurangi batas kete[tuan umur dalam
peraturan perundangan lairmy4 dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak
melakukan perbuatan sej auh ia mempunyai kemampuan unhrknya berdasarkan
hukurn yang b€rlaku (catot Suparmono, 2005:2 I6).
4. Pasal I ayat (l ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, menyatakan bahwa arnk adalah seseorang yang belurn berusia I8 (delapan
belas) tahun termasuk anak yang masih dalarn kandungarl
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Berdasarkan bebrapa rumusan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang
dimaksud dengan anak adalah Seseorang yang belum berumur 1 8 tahun termasuk
anak yang masih di dalam kandungan dan belum menikal.
b. Hak-hakAnakpada Proses Penyidikan
Berbicam mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi
perhatian khusus demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahleraan
yang bersangkutan (ArifGosit4 1986:51). Penyidikan teftadap anak nakal meliputi
penangkapan dan pena]tanarl Menumt Undang-undangNomor3 Tbhun 1997 tentang
Pemdilan Anak, hak-hak anak dalam penyidikan meliputi hak wtuk diperiksa dalam
suasana kekeluargaan. Hak unnrk ditempatkan pada tempat kiusus untuk anak hak
rmtuk mendapat bantuan hukum sejak saat ditangkap atau ditahan.
Untuk mewujudkan pemeriksaan secara kekeluargaan maka harus ditakukan
seaara/dengan:
l. Anggota Unit Tirdak PidanaAnak selalu berpakaian prema.n.
2. Anggota Unit llndak PidanaAnak yang dipilih dad polisi wanita untuk
menghilangkan kesan menahrkan atau tekanan pesikologis teftadap amk
3. Ruang pemeriksaan terhadap tersangka anak dipisahkan dari ruang
pemeriksaan orang de\aasa
4. Pendekatan dalam memeriksa adalah menggunakan pendekatan 2 (dua)
arah dalr dilakukan secara simpati.
Dalam kaitar dengan ird penldikan tertrradap ruk nakal )"ng dilalekan tanpa
meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada petugas kemasyarakatan dapat
dinyatakan batal karena hat itu m€nrpakan syarat formal t€rhadap kelengkapan Mrs
perkara. Sehingga suatu penyidikan terhadap anak nakal dapat dinyatakan batal j ika
temyala penidiklaig benangkulan tidak meminta pertirnbanganterlebih dahulu pada
petugas pemasyamkatan.
Pasal 43 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyatakan bahwa
penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana- Pasal 7 Undang-Undang HukunAcaraTndak Pidana meryatakan
bahwa penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan
tindak pidana berdasa.rkai buldi permulaan yang cukup.
Menyimak bunyi ketentuan pasal seperti ni dapat dipahami bahwa apabila
ditemukan bukti permulaan yang cukrp, penyidik dapat nelakukan penahanan Sejak
pen dgkapan dan penahanan teGangka tau terdak\aa nalg berhak mendapal banhran
hukum seperti yang terdapat dalam Pasa.l 5l Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997
yang menyebutkar bahwa setiap anak nakal sej ak ditangkap atau dibhan berhak
mendapat bantuan hukum dai s€orang atau lebih penasehat huhtn.
44 PRANATAHUKUM valune 3 Nonor I'Jonuari2008
Jika dilihat Pasal 5| Undang-undang Nomor 3 Tahun I9a7 yans berbunvi:(l) Seliap anak nakaj seja-k saar dibngkap atau diralun berhal mendaparbantuan hukum dali seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam
wzktu dan pada setiap tingkat pemeriksan menurut tatacara yansditentukan dalam Undang_undang Nomor 3 I 997.(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib
memberitahukan kepada tersangka dan orang nr4 wali atau orang tua
asu\ mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimarn dimaLuddalamayat(l).
Urltuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Undang_undang tersebutkhu-susnya mengenai hak-hak anak dalam proses peradii-an piaui" 
"a"Liprofesionali$ne aparat penegak hukum karena berhubung.i, t 
"g.r"g,j,r"g"r,f p"""g;hukum.-Penegak hukum yang dimaksud adalah U",t 
"rt-t 
-r, 
"q"t aiipJrylOithakim.dan penuntut umum dan dari pam penasehat hukum. Jika penegak hukumyang dimaksud benar-benar memrhami kepentingannya po.isi arrt ."Uaiui gen;i
fTTFqi.Trk *tama sejak ditangkap tau ditahan dan dalam prori. iJ l-axan kecrl sekali kemungkinan teriadi.
. _ 
Yang meqjadi pokok permasahan adalah sumberdaya malusia yang kurang
y,:o1!k -**fu.*anpentingnlaanakyang nenentr*an aratr dan sej".i t 
"*lru. pada masa yang alan datang. dalam menentukan prosentase tingkat keberhasiianpelaksanaan Undang-urdang Nomor 3 Tahun 1997.
Setiap anak nalal Jeng melakukan tindak pidana wajib dituntut di pengadila4penuntutan dilakukan oleh penuotut umun. Syarat_syarat yang ditet"ptin puaupenunM umum anak adalah:
1. Glah berpengalarnan sebagai penjntl-f tindak pi<iana yang dilakukan oleh
orang dewasa_
2. M€mpunFi minar, perhatia4 dedikasi dan mernaharni masalah anak.
,. 
Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilar;akyang dimaksud engan mempunyai mfura! perbariaru dediL"s,, d- ;"r;ri .""a1;
anaKyartu
_--..-_ 1:l."TOtT * yang melipuri pola asuh keluarga. pola pembinaan sopansantun. drstpttn anak. sena melaksanalan pendekatan secara elektif, efektifdan
simpatik
2. Pertumbuhan dan pertumbuhan anak.
, , ., 
3. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempenaruhlanKeruouDan anal<
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SyaraFsyarat tersebut tidak multak adanya karena dalam Pasal 53 (2)
disebutkan bahwa:
Dalam ha.l tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagai dimaksud
dalam ayat I dapat dibebankao kepada penuntut umum yang melakukan tugas
penuntutan bagi tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa.
Setelah dilakukan penyelidikan dan P€rurtut UmIm berpendapat bahwa dapat
dilakukan penuntutaq maka ia wajb dalam secepamya mernbuat surat dakwaan s€suai
dengan ketentuar dalam Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana.
c. Hak-HakAnak Prda Proscs P€rsidrngan
Yang paling pokok hadir pada saat sidang anak adalah pembimbing
kemasyarakata4 penuntut umum, saksi dan o.ang tua anak, dan penasehat hukum .
Pasal 55 Undang-UndangNomor 3 Tahun I997 menyatakan bahwa Pefluntut
Umum. Penasehat Hukun\ Pembimbing KemasyankatarL orang tua asuh dan sal6i
wajib hadir dalam sidang anak.
Ketidakhadiran orang tua pada saat persidangan berlangsung ada
kemungliinan dapat erjadi apabila lempat inggal orang hra mereka yangjauh sehingga
menlulitkan untuk senantiasa menghadiri saiap kali pemeirksaan di sidang pengadilan.
Sedangkan ketidakhadiran Penasehat Hukrrrq menurut penulis elain disebabkan oleh
ketidallahuan tersangka dan orang tuanya atau walinyatentang hak anak untuk
didampingi oleh Penasehat Hulrlr4 juga dikarenakan oleh penasehat yang menangani
kasus anak kurang menyadari akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak
da.lam peradilan anak.
Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing
Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai
anal yang bersanghrtan, menurut Pasal 56 Unda[g-undang Nomor 3 Talun 1997
menyebutkan bahwa penyampaian laporar dari Pembimbing Kemasyarakatan *ajib
dilakukan untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak danjika hal
itu tidak dilakukan maka proses pe.sidargan menjadi baral.
Pasal56 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa
laporan sebagaimarn yang dimaksud berisi:
l. Data indMdu anah keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anali.
2. Kesimpula! atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun I 997, menyebutkan bahwa:
(l) Sebelum engucapkan putusarny4 llakim memberikan kesemapatan
kepada orang tua atau wali untuk mengemukakan s€gala hal ikhwal yang
bermanfaat baei anaL.
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Hal tesebut dirnakudkan agar keputusan yang diambil merupakan keputusan
hasil dari pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar melatarbelakangi kepentingan
berbagai pibak, baik kepentingan anak itu sendiri maupun kepentingan masyarakat
secam urnum.
Mengenai hasil dari putusan dari sidang, maka Hakim dalam hal ini wajib
membuka sidang untuk umum atau putusan dibacalan dalam sidang terbuka untuk
ttriltilL
IV. PENUTTJP
Hak-hak anak dalam prcses peradilan menurut Undang-undang Nomor 3
Tahun I 997 pada dasamya dib€dakan dengan orang dewas4 Harus didampingi oleh
penasehat hul1m sej ak ditangkap atau ditahaq harus didampingi oleh orang tua atau
walidanharus segera diberitahukan kepada ordng tua atau wali ketika anak ditangkap
atau ditahan. Sehingga tmtuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan sumbcr
daya manusia ,samna dan pnsaia:na khususnya mengenai masalah tindak pidala anak,
sehingga hak-hak anak dalam proses pemdilan dapat erlaksana sesuai dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.
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